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Kembalinya partai politik Islam dalam praktik politik
kontemporer, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diamati.
Ada partai politik yang berhasil memperoleh dukungan maksimal dari
rakyat dan menguasai panggung kekuasaan politik di negara-negara
muslim, namun ada yang hanya mampu bertahan sebagai partai papan
tengah dan tidak sedikit pula yang muncul kemudian tenggelam karena
berbagai sebab yang kompleks. Meminjam pandangan Asif Bayat
(2013), eksistensi partai politik Islam kontemporer akan sangat
ditentukan oleh rumusan ideologi politik seperti apa yang hendak
diperjuangkan, dan kemampuan elit partai Islam menyesuaikan gagasan
politik ideologis dengan tantangan dan perubahan social yang terus
terjadi dalam masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul Post-Islamism: The Changin
Faces of Political Islam, Asif Bayat menyebut dinamika adaptatif itu
sebagai sebuah fenomena Pos-Islamisme, sebuah terminologi baru yang
diperkenalkan Bayat untuk mencermati partai politik Islam atau gerakan
politik Islam yang mampu menyesuaikan langgam ideologi politik Islam
(Islamisme), dengan tantangan-tantangan baru yang terus terjadi. Partai
Politik yang bertahan dalam pandangan Bayat, adalah yang
meninggalkan gagasan politik teokrasi, mampu berdialog dengan
realitas, dan beradaptasi dengan perkembangan baru demokrasi dan
modernisasi.

Meskipun Asif membangun kerangka teorinya berdasarkan
temuan-temuan penelitian yang mendalam terhadap dinamika politik di
Iran dan Mesir, namun bagi kami tim penulis buku ini, konteks
Indonesia dan Turki justru jauh lebih menjanjikan bagi apa yang disebut
Bayat sebagai fenomena Pos-Islamis ketimbang kedua negara Muslim
tersebut. Itulah mengapaf@i dalam buku ini, tim penulis mengajukan
fenomena transformative
B Adalet I Partisi ( , sebagai objek penelitian
yang dapat dianalisis dalam konteks Pos-Islamisme. Sehingga buku ini
diharapkan bisa menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti apakah
kedua partai Islam tersebut mewakili apa yang digambarkan Bayat
sebagai Pos-Islamis? Lalu mengapa ada aksentuasi yang berbeda di
antara keduanya, dan mengapa pula AKP di Turki bisa tampil sebagai
pemenang dan menjadi penguasa, sedangkan PKS di Indonesia, hingga




saat ini, masih terus berjuang untuk merebut suara mayoritas rakyat
Indonesia.

Penulisan buku ini tentu tidak akan bisa dilaksanakan dengan
sukses hingga tersaji di hadafhn pembaca, tanpa bantuan dan
keterlibatan berbagai pihak.

. sclama proses penelitian dan penulisan buku ini.

Buku ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari hasil
penelitian yang dibiayai melalui Hiba Penelitian Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon Tahun

Berkenaan dengan itu, kami ingin menvyvampaikan terimakasih

I slah satu [ ..

Cluster Penelitian Nasional 2018. Pak Rektor juga telah memberikan
izin kepada kami untuk melakukan observasi lapangan hingga ke Turki,

sebuah perjalanan ilmiah yang menghasilka{§ll berbagai pengalaman
intelektual yang akan sulit untuk dilupakan.
pimpinan SN Lp2M. (NN »cloksanaan

penelitian hingga penulisan buku ini dengan alokasi anggaran
adminsitrasi yang lancar dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.

dan juga naskah B dosi . Demikian juga
para kolega sesama dosen di IAIN Ambon, Prof. Abdul Khalik
Latuconsina, Dr. Mohdar Yanlua, Dr. Ismail DP, Dr. Ismail Tuanany,
DR. Abdul Manaf Tubaka, Dr. Abubakar Kabakoran, Dr. Abidin
Wakano, Dr. Subair Abdullah, Syafin Soulissa, M.Si, Bang Zainal
Sandia, Sadam Husein dan Fachrul (Adi) Kaplale, serta semua sahabat
yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka telah menjadi
partner debat yang hebat tentang tema ini dan memberi berbagai
masukan konstruktif dalam berbagai perjumpaan informal di IAIN
Ambon, hingga akhirnya naskah buku ini kami beranikan untuk
dipublikasikan.
Ucapan terimakasih yang tulus juga harus kami sampaikan
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BAB I
PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai makna penting ideologi dalam kehidupan partai
politik masih terus menjadi tema penting, bahkan di era ketika peran ideologi
sudah dianggap sebagai gagasan usang dan tidak relevan lagi, dilindas oleh
pragmatisme dalam arena politik moderen. Itulah mengapa, ketika Daniel
Bell (1960) menyelesaikan bukunya yang berjudul “The End of ldeology,”
terjadi kontroversi yang meluas di berbagai kalangan tentang makna penting
ideologi dalam kehidupan politik.! Hal ini semakin mengemuka ketika
Francis Fukuyama yang muncul di era 1990-an mendukung gagasan Bell dan
menghadirkan analisis yang lebih tajam dalam bukunya The End of History
and The Last Man? Fukuyama dengan yakin menyebut ideologi-ideologi
dunia akan segera sekarat dan berakhir di tengah kemenangan demokrasi dan
kapitalisme global yang semakin ekspansif. Banyak ilmuan sosial yang
mendukung pandangan Fukuyama, sebab menyaksikan pada akhir abad 21,
angin demokrasi dan kapitalisme global menyapu hampir semua negara, dan

menjadikan demokrasi dan liberalisme-kapitalisme sebagai ideologi utama

yang tak tertandingi.

A. Fenomena Ideologi Politik Islam

Kemenangan kapitalisme di berbagai negara di dunia memang
sempat diwarnai proses deideologisasi partai politik yang terjadi secara
masif, sechingga ideologi-ideologi global seperti sosialisme, komunisme,
otoritarianisme, dan bahkan ideologi politik Islam (Islamisme) semakin

tertekan dan tidak popular. Oliver Roy (1996) yang mendokumentasikan

' Daniel Bell, The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in The Fifties,
(USA; The Free Press, 2001)
2 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, (New York: Free Pres, 2006)
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fenomena tersebut dalam bukunya The Failure of Political Islam, menyebut
dua hal sebagai kekalahan politik Islam (Islamisme). Pertama, modernisasi
yang massif telah mendorong pragmatisme yang memudarkan makna

penting ideologi politik Islam.?

Kedua, gerakan represif yang dilakukan
rezim penguasa di berbagai negara Muslim terhadap kekuatan politik Islam,
berimplikasi pada melemahnya konsolidasi partai politik Islam yang semakin
tercerai-berai, melemah, dan tidak mampu mengartikulasikan gagasan
ideologi politiknya secara terbuka dan maksimal.

Namun memasuki awal abad 21, dunia menyaksikan sebuah
perubahan dramatis dan mencengangkan yang bertentangan dengan prediksi
beberapa ilmuan yang menyatakan ideologi politik Islam telah mati. Diawali
dengan menguatnya fundamentalisme Islam yang diusung beberapa gerakan
politik Islam di, hingga munculnya fenomena Arab Spring (Musim Semi
Arab) yang menumbangkan sejumlah rezim otoriter di Timur Tengah dan
membuka jalan bagi ekspresi politik Islam. Hal ini justru memperlihatkan
semangat kembalinya ideologi politik Islam kedalam kehidupan politik
praktis.* Bahkan bukan itu saja, di beberapa negara Islam, partai politik yang
mengusung ideologi politik Islam menemukan ruang aksentuasi dan diterima
sebagai kekuatan populer yang menguasai panggung politik nasional.
Meskipun fenomena ini belum berlaku secara general di mayoritas negara-
negara Islam di seluruh dunia.

Kembalinya partai politik Islam dalam praktik politik menghasilkan
dinamika dan respons yang beragam. Ada yang berhasil memperoleh
dukungan maksimal dari rakyat dan menguasai panggung kekuasaan politik

di negara-negara muslim, ada juga yang hanya mampu bertahan sebagai

Oliver Roy, The Failure of Political Islam (terj. Gagalnya Islam Politik). (Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, 1996)

4 Lili Romli, Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di
Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
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partai papan tengah dan tidak sedikit pula yang muncul kemudian tenggelam.
Meminjam Asif Bayat (2013), eksistensi partai politik Islam kontemporer
sangat ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan gagasan politik ideologis
tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan social dalam masyarakat. Asif
Bayat menyebut dinamika adaptatif itu sebagai sebuah fenomena post-
Islamism,” yakni suatu situasi dimana partai politik Islam dan gerakan politik
Islam berusaha menyesuaikan ideologi politik Islam (Islamisme) yang
mereka anut kedalam langgam politik dan perubahan yang terjadi di masing-
masing negara. Partai Politik dengan Ideologi politik Islam yang bertahan
dalam pandangan Asif Bayat, adalah yang mampu berdialog dengan realitas,
beradaptasi dengan perkembangan baru demokrasi kontemporer. Partai Islam
yang kaku dan eksklusif akan tenggelam, sejalan dengan berlalunya
momentum politik. Seperti yang terjadi dengan gerakan Islam Ikwanul
Muslimin di Mesir, yang sempat mengambil keuntungan dari momentum
Arab Spring, mengambil alih kekuasaan dari rezim otoriter Husni Mubarak
yang berhasil digulingkan, namun kemudian harus dikalahkan oleh rezim
militer setempat. Selain Mesir, kita juga bisa menyaksikan dinamika politik
yang berbeda yang di dua negara Islam terkemuka; Indonesia dan Turki.
Reformasi di Indonesia telah membuka ruang pada menguatnya
praktik politik ideologis yang sempat “mati suri” selama era kekuasaan
otoriter Orde Baru.® Memanfaatkan liberalisme politik di era reformasi,

LEEL]

partai politik berbasis ideologi Islam tumbuh bagai “cendawan™ di musim
hujan. Paling tidak ada 12 Partai berasaskan Islam yang mengikuti pemilu
tahun 1999, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada saat itu adalah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai

SAsif Bayat, Post-Islamism: The Changin Faces of Political Islam. (New York: Oxford
University Press, 2013)

% Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Transisi Demokrasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 2006), h. 27




Keadilan (PK), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat
(PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan lain-
lain.” Disamping partai yang berasaskan Islam, di Indonesia pada saat itu,
ada juga partai yang bebasiskan massa Islam, yaitu antara lain Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional ((PAN). Kedua
partai yang disebut terakhir ini, massa pendukungnya terutama berasal dari
para anggota dan simpatisan yang berasal dari organisasi keagamaan terbesar
di Indonesia yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muahammadiyah.® Walaupun
tidak seluruh anggota kedua organisasi Islam tersebut menjadi anggota kedua
partai itu. Dan fakta membuktikan bahwa dalam kontestasi pemilu pasca
reformasi di Indonesia, salah satu dari deretan partai berasaskan Islam yang
tetap bertahan dan mendapatkan dukungan electoral yang cukup signifikan
adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Imdadun Rahmat (2008) yang pernah meneliti tentang ideologi
politik PKS dan menulis buku “Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kampus ke
9

Gedung Parlemen’, menyebut PKS sebagai keajaiban politik Indonesia.

Betapa tidak, hanya satu tahun setelah ia dideklarasikan (Agustus 1998),

partai yang sem bernama Partai Keadilan (PK) itu telah berhasil
mengikuti pemilu

Dalam _, PKS mampu meningkatkankan suaranya secara
signifikan menjadi 8.325.020 suara atau 7,34% suara sah dan mendudukan

45 orang wakilnya di DPR. Bahkan mantan presiden partai ini, Hidayat
Nurwahid, terpilih sebagai ketua MPR Periode 2004-2009. Di Pemilu 2009,

—. Mengapa Il (Catatan

Editor), dalam Deliar Noer, (etal) Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik
Islam dari Pra Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden, (JTakarta: Alvabet, 1999), h. iii
liar Noer, (et.al.), Meneapa Partai Islam Kalah, h. 1v




PKS masih bertahan dengan suara 8.204.946 atau 7,8% suara sah dan pada
pemilu 2014 PKS memperoleh 8.480.204 atau setara, 6,79%.'

PKS didirikan oleh para aktifis dakwah kampus (pada awalnya
bernama Partai Keadilan), mereka melihat peluang untuk mendirikan partai
politik di tahun 1997 setelah sebelumnya secara tertutup melakukan
berbagai aktivitas dakwah melalui jaringan tarbiyah di kampus-kampus,
sebagai reaksi atas tersumbatnya semangat keislaman dalam partai politik
praktis di Indoensia. Secara ideologis, PKS adalah partai Islam yang
mengadopsi ajaran-ajaran Hasan Al-Banna dan beberapa pemikir
Timur Tengah lainnya.'" PKS memang berhasil mengambil tempat penting
dalam setiap pemilu di Indonesia, namun perolehan suaranya hanya mampu
menempatkannya sebagai partai menengah yang tidak mampu menguasai
suara mayoritas. Sebaliknya partai politik yang mengusung ideologi
nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Partai Golkar, dan
belakangan Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang justru mendominasi
kekuasaan politik di Indonesia.

Tersendatnya mobilitas PKS dan partai politik Islam di Indonesia,
tentu mengundang beragam analisis. Ada yang mengaitkannya dengan
keberhasilan depolitisasi ideologi politik Islam selama masa represif
kekuasaan Orde Baru, yang berhasil “menjinakkan™ umat Islam dari gerakan
politik praktis, sehingga memicu sekularisasi politik yang memisahkan
kehidupan keagamaan dengan politik."> Proses “penjinakan ini” telah

“membonsai” kekuatan politik Islam sehingga dari waktu ke waktu terus

"Data ini dapat dilihat pada
https://id wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera#Perolehan_suara. Diakses 7
Oktober 2017.

""Al-Banna adalah seorang tokoh Spiritual Mesir yang mendirikan organisasi

mempengaruhi berbagai - politik B i scluruh
dunia.

12 Bachttiar Effendi, Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di
Indonesia (Jakarta; Paramadina. 1996)), h. 12
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mengalami penurunan ekspektasi dan dukungan dari kalangan pemilih muslim.
Dalam analisis ini, negara secara terus menerus memperkuat wacana bahwa
Islam dan politik tidaklah sebangun (compatible), sehingga kewajiban
keagamaan tidak lantas mewajibkan umat Islam atas pilihan politik pada partai
Islam ataupun simbol politik Islam. Selain itu, ada juga ilmuan yang menyebut
karakter politik Islam di Indonesia memang tidak menyediakan ruang bagi
berkembangnya politik Islam ideologis. Dalam pandangan ini disebutkan
bahwa meskipun kedudukan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan
memiliki komitmen keagamaan yang cukup tinggi (religious), namun kultur
politik Islam di Indonesia tidak memberi ruang bagi menguatnya tatanan politik
agama. Justru pengaruh Islam menguat pada ranah kebudayaan dan sistem nilai
masyarakat Indonesia.'® Analisis seperti ini biasanya merujuk pada temuan-
temuan antropologi politik yang dikembangkan oleh Clefort Geertz, pada
tahun 1980-an, yang menyebut kategorisasi politik Islam di Indonesia dapat
dibagi kedalam tiga aliran, Priyayi, Santri dan Abangan.'* Saiful Mujani
yang juga menganalisis fenomena kekalahan tersebut, menyebut kekalahan
telak partai Islam merupakan bentuk kegagalan elit politik Islam Indonesia
dalam memahami karakter politik Islam Indonesia plural.'

Berbeda dengan Indonesia, di Turki yang menganut ideologi sekuler
yang dibangun oleh Bapak Turki Moderen Mustafa Kemal Attaturk dan

diperkuat oleh rezim militer Turki selama beberapa dekade,'®

justru
melahirkan kekuatan partai politik baru yang mengusung spirit ideologi

politik Islam. Diawali dengan Partai Refah yang didirikan oleh tokoh

13 Zuly Qodir, Islam Liberal, (Yogyakarta : PT.1kiS Printing Cemerlang, 2010), h. 161

14 Cleefort Gerrtz, Agama Jawa (terj.) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996)

15 Saiful Mujani menyebut hal itu sebagai [magine Islam, yaitu suatu Islam yang
dibayangkan, semacam mitologi mayoritas yang tidak berkaitan langsung dengan
ekspresi politik yang tunggal. Lihat Saiful Mujani, Mengapa “Partai Islam Kalah,” dalam
Deliar Noer (et.al) Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999),h. 195-197

16 Lihat Mukti Ali, Islam dan Sekularisme di Turki Moderen. (Jakarta: Djambatan, 1996)
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gerakan Islam Turki Nechmetin Erbakan. Erbakan bahkan berhasil
memenangkan pemilu dan tampil sebagai Perdana Menteri Turki. Namun
kekuatan militer Turki yang tidak suka dengan perkembangan ideologi
politik Islam, membubarkan Partai Refah dan menahan Erbakan. Pasca
Partai Refah justru muncul Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) yang
biasa disebut Partai Keadilan dan Pembangunan yang didirikan oleh dua
politisi terkemuka yang juga merupakan murid ideologis Erbakan, yakni
Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gull pada 14 Agustus 2001."7 Berbeda
dengan gurunya (Erbakan), generasi baru politik Islam Turki ini justru
mengembangkan gagasan ideologi politik Islam yang lebih inklusif. Duet
Erdogan dan Abdullah Gull pun berhasil membawa AKP tampil sebagai
kekuatan politik paling dominan di Turki selama hampir dua dekade terakhir,
dan secara fundamental banyak mengubah lanskap politik dan keagamaan di
Turki.

Erdogan dan AKP mampu mempertahankan kekuasaannya, secara
berkelanjutan, sejak pemilu tahun 2002, ketika AKP memenangkan pemilu
parlemen secara mayoritas (34%). Disusul pemilu 2007, AKP berhasil lagi
mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki, dan
memenangkan pemilu dengan suara mayoritas di parlemen (47%).
Kemenangan ini mengantarkan Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki dan
Abdullah Gull sebagai Presiden Turki.'® Kemudian, pemilu 2011, AKP
memenangkan suara mayoritas, hampir 50 persen (326 kursi) parlemen.
Meskipun AKP gagal memenuhi target dua pertiga (367) suara di
parlemen,yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan konstitusi Turki

secara unilateral. Tetapi, kemampuan Erdogan dan AKP mempertahankan

'" Rafiullah Azmi, “The Rise of the AKP: A Challenge before Turki”, dalam Islam and The
Moderen Age. Vol. 33 (April 2002), h. 95-104
I8 Rafiullah Azmi, ibid, h. 95




kekuasaan selama satu dekade itu, merupakan prestasi politik yang luar
biasa.

Pada tahun 2016 lalu, sekolompok kekuatan militer di Turki yang
tidak suka pada rezim Erdogan, melakukan kudeta militer terhadap Erdogan
dan AKP, namun rakyat Turki melakukan perlawanan dan berhasil
menggagalkan kudeta tersebut. Pasca Kudeta posisi Partai AKP sebagai
Partai Islam di Turki justru semakin kuat, dan berhasil memenangkan
referendum dengan suara mayoritas untuk mengubah sistem presidensial di
Turki." Dan pada tahun 2018 yang lalu AKP berhasil meraih suara
mayoritas 42,4%, dan semakin mengukuhkan pemimpin AKP Recep Toyyib
Erdogan yang berhasil memenangkan pemilihan Presiden Turki dengan suara
mayoritas 52,73%.%° Dewasa ini Erdogan bukan saja menjadi Presiden Turki
yang paling dominan setelah era Kemal Attaturk, namun perlahan tapi pasti
ia berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh politik Islam paling
terkemuka di dunia.

Meskpun secara ideologis, AKP di Turki hanya mengadaptasi
ideologi politik Islam secara eksplisit dalam pandangan politik partai, tetapi
AKP telah menjadi tempat berkumpulnya aktivis-aktivis Islam Turki dan
melahirkan gerakan politik Islam yang lebih modern dalam keseluruhan
praktiknya. AKP dan Erdogan secara eksplisit tidak mengganti sekularisme
yang menjadi ideologi negara Turki sejak Kemal Attaturk, namun secara
perlahan dan pasti membangun kehidupan negara yang lebih Islami.
Beberapa kebijakan populis seperti penguatan lembaga pendidikan agama,

dukungan pada penggunaan hijab di ruang public, hingga perhatian yang

1% Francesco F Milan, Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Aitempt,The RUSI
Journal, 161:4, 2016, 28-32, http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2016.1228291, diakses
tanggal 4 Oktober 2017.

20 Lihat berita pemilu Turki 2018 sebagaimana dipublikasi Berita On-Line Tarbiyah, “Hasil
pemili Turki 2018; Erdogan Menang, AKP Unggul”,
http://www.tarbiyah.net/2018/06/hasil-pemilu-turki-2018 html, (diakses 10 Oktober
2018)




mengemuka pada isu-isu Islam internasional seperti Palestina dan Rohingya
telah mentahbiskan AKP dan Erdogan sebagai kekuatan politik Islam yang
diakui global. Artikulasi ideology politik yang dikombinasikan dengan
berbagai kebijakan populis yang dimainkan Erdogan dan AKP
memungkinkan mereka tetap mendapat dukungan kuat dari rakyat Turki
pada semua basis massa, dan menghindarkan gesekan dan konfrontasi
terbuka dengan militer Turki yang dikenal kuat dalam mempertahankan
ideology sekuler. Turki mengalami apa yang oleh Asif Bayat disebut sebagai
Post-Islamist, yakni artikulasi ideology politik Islam yang lentur dan mampu
bernegosisasi dan berkompromi dengan dinamika dan perubahan social
dalam masyarakat.

Perkembangan ideologi politik Islam yang berbeda di Indonesia dan
Turki bisa menjadi bahan untuk memahami dan membandingkan berbagai
dinamika yang terkait dengan perkembangan ideologi politik di dua Negara
Islam yang sangat berpengaruh ini. Mengapa partai-partai Islam di Indonesia
seperti PKS tidak mampu merebut suara pemilih muslim, meskipun umat
Islam adalah kelompok yang mayoritas di Indonesia. Sedangkan AKP di
Turki justru berhasil meraih dukungan masyarakatnya secara signifikan.
Selain factor-faktor internal yang beragam dan kompleks, hal ini bisa
dijelaskan dengan menganalisis pemahaman ideologi politik Islam itu sendiri
yang mungkin memiliki konteks, tafsir dan artikulasi praksis yang berbeda di
Indonesia dan Turki. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika di kedua
Negara Muslim ini bisa membantu memahami banyak hal terkait dengan
ideologi partai politik di dunia Islam lainnya, termasuk untuk membaca
berbagai gerakan politik yang mengusung ideolog politik Islam yang sedang

berjuang mencari tempat dalam masyarakat Muslim di berbagai Negara.




Sebut saja misalnya Hizbullah di Lebanon®', Hamas dan Fatah di Palestina,
FIS di Al-Jazair, Islamic Action Front di Yordania,”> PAS di [\fl'cllaysia,23 atau
MILF di Mindanao Philipina®. Kajian tentang ideologi politik Islam,
diharapkan dapat membantu para pengusung ideologi politik Islam untuk
membangun perspektif ideologis yang lebih kontekstual, yang hendak
dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Islam. Selain juga untuk memastikan bahwa bangunan ideologi
politik Islam tidak jatuh kedalam jebakan fundamentalisme, ekstremisme,

bahkan terorisme yang menjadi tantangan Islam dewasa ini.

B. Masalah dan Metode Pembahasan

Sejauh ini telah ada banyak studi tentang perkembangan PKS dan
PKP, namun hanya sedikit yang mencoba melakukan studi komparatif di
antara keduanya, dan sejauh yang penulis ketahui jauh lebih sedikit lagi yang
mencoba mengkaji sistem ideologi politik Islam yang dibangun PKS dan
AKP dan bagaimana keduanya mengartikulasikan perspektif ideologi politik
yang dianutnya itu dalam medan politik yang menantang. Dalam konteks
itulah penelitian ini mencoba melakukan analisis dengan memanfaatkan
pendekatan politik perbandingan (comparative politic aproach) untuk
mencermati bagaimana PKS dan AKP memahami Islam sebagai sebuah
ideologi politik, dan menerapkannya dalam kehidupan politik di Indonesia

dan Turki yang terus berubah. Adaptasi terhadap gagasan-gagasan teoritik

21 Assaf Kfoury, “Hizb Allah and Lebanese State”, dalam Joel Beinin and Joe Stork (ed.),
Political Islam Essays From Middle East Report. (New York: 1.B. Taurus Publisher,
1997), h.

22 Tbnu Burdah, Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu dan Dimensi Konflik. (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2008).

*38yed Serajul Islam, The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia (Singapore: Thomson
Learning, 2005)

** Kit Collier, “The Philippines”, dalam Greg Fealy and Virginia Hooker (ed.), Voice of
Islam in Southeast Asia A Contemporary Sourcebook (Singapore: Insatitute of Southeast
Asian Studies, 2006)
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Post-Islamis yang dikembangkan Asif Bayat (2013) dalam penelitian
panjangnya di Mesir dan Iran, diharapkan dapat membantu kajian ini untuk
menganalisis perkembangan ideologi politik Islam di kedua negara, apakah
berkembang dalam ideologi politik Islam klasik, atau dalam konteks
Islamisme yang cenderung fundamentalis atau sebuah fenomena baru yang
berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi di dunia Islam.

Berdasarkan gambaran di tersebut, maka segera tampak bahwa
ideologi politik Islam yang dikembangkan di berbagai negara muslim
memiliki karakter dan praktik yang beragam. Ada yang mengembangkan
secara formal dalam bentuk Islamisme, dan ada juga vyang
mengkompromikan dengan berbagai dinamika internal yang berbeda-beda.
Transformasi dari Islamism ke pandangan idelogi Islam yang lebih terbuka
itulah yang tampaknya diperlihatkan oleh PKS dan AKP dalam lanskap
politik di Indonesia dan Turki.

Oleh sebab itu, masalah utama yang diangkat dalam buku ini adalah
tentang bagaimana perbandingan ideologi politik Islam yang dikembangkan
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP).
Selanjutnya untuk mengkaji hal tersebut maka ada beberapa hal pokok yang
hendak dibahas. Pertama, proses konstruksi ideologi politik Islam yang
dikembangkan oleh PKS di Indonesia dan AKP di Turki. Kedua, artikulasi
ideologi politik dalam kehidupan politik, dimana AKP di Turki berhasil
meraih dukungan suara mayoritas, sedangkan PKS di Indonesia masih terus
gagal meraih dukungan mayoritas Muslim. Ketiga, konteks perbandingan
PKS dan AKP dalam persepektif pos-islamisme yang menjadi tema sentral

dalam buku ini.

Studi tentang dinamgka ideologi politik Islam di kalangan PKS dan
AKP yang diangkat dalam

I ccortis dan [
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B ideology politik Islam | i politk [

dunia Islam dewasa ini. Terutama terkait dengan teorisasi partai politik Islam
yang terus berubah seiring dinamika social, ekonomi dan politik di masing-
masing negara Islam. Dari pandangan politik Islam klasik yang bersifat
teokrasi, maupun pandangan Islamisme yang melihat negara Islam sebagai

jalan perjuangan, hingga pos-islamisme yang memperlihatkan kelenturan

Islam dalam dialognya dengan perubahan.
buku [

B para pelaku atau aktivis politik Islam, maupun para pemimpin partai
politik Islam untuk merumuskan kembali ideology politik Islam yang selama
ini diperjuangkan. Apakah konsepsi ideologi politik Islam tersebut suadah
mampu menjawab kebutuhan-kebutahan ideal dan prakis dari negara dan
masyarakat Islam di era modern ini. Dengan begitu eksistensi partai politik
Islam memiliki aksentuasi yang berbeda dengan partai politik dengan basis
ideology lain, dan tetap dirasakan kehadiran dan manfaatnya dalam
masyarakat.

Buku ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian
lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan
pendekatan studi perbandingan (comparative study). Objek yang hendak
dikaji adalah sistem ideologi dan aksi-aksi politik PKS dan AKP dalam
lingkup sistem politik yang dinamis di Indonesia dan Turki. Kedua partai
politik tersebut dipilih karena disebut-sebut mewakili genre baru politik
Islam dunia yang mulai bertransformasi dari pandangan-pandangan Islamis
ke Pos-Islamis. Sebagaimana diprediksi oleh beberapa peneliti seperrti
Anthonio Bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason (2008) dan Asif Bayat (2013)

sendiri. Kedua partai politik Islam tersebut dianggap berhasil memperoleh
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dukungan umat Islam, bahkan seperti AKP di Turki berhasil tampil sebagai
penguasa dalam beberapa periode.

Sumber data dalam buku ini dikumpulkan dari observasi langsung di
Indonesia dan di Turki selama bulan Agustus hingga Oktober 2018,
terutama di 3 kota utama, yakni Ibu Kota Negara Ankara, Kota Istambul dan
Kota Sakarya. Observasi tersebut untuk mengamati secara langsung
dinamika politik dan kemasyarakatan, serta bagaimana agenda-agenda
idologis partai didesiminasi kedalam kehidupan politik. Data primer juga
diperoleh dari proses wawancara dengan para informan, dan kajian pustaka
terhadap berbagai dokumen partai dan literature yang memuat tentang
pandangan ideologi PKS dan AKP. Sedangkan sumber data sekunder adalah
informasi di media masa, atau laporan-laporan penelitain lain yang memiliki
relevansi dengan kajian ini. Termasuk juga buku-buku utama yang
menjelaskan tentang perkembangan AKP dan PKS dalam kontestasi politik
di Indonesia dan Turki.

Analisis data di dalam buku ini mengandalkan model analisis
deskriptif interaktif>>, dan analisis perbandingan politik (politic comparative)

yang biasa dikenal dalam studi-studi politik.?® Pertama, metode tematis

yang dimulai dengan

_. Terutama yang terkaid dengan ideologi,

gerakan politik, dan dinamika yang tejadi di antara keduanya. Kedua, metode
eksternalisasi, yakni
. potitik, NN buday: N oo

yang menunjukkan adaptasi kreatif tertentu dari partai politik Islam. Pada

ESG

. 2006), 115-116

*Ronald H Chilcote,. Teori Perbandingan Politik: Penelurusan Paradigma, (Jakarta:
Grafindo Persada, 2003), h. 7
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bagian ini akan dianalisis bagaiman artikulasi ideologi politik Islam yang
dilakukan PKS di Indonesia dan AKP di Turki. Ketiga, dilangtkan dengan
metode interpretative, metode ini digunakan pada bagian akhirh
I, dikumpulkan  selama

penelitian dan dihubungkan dengan perspektif post-Islamisme yang

digunakan sebagai grand teory dalang kajian ini. Data-data yang telah
terkumpul selanjutnya dinventarisir,r_-
pertanyaan kemudian. |
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]
KERANGKA NN

IDEOLOGI POLITIK ISLAM

Kajian tentang ideologi Partai Politik akan selalu menjadi tema yang
menarik, meskipun Daniel Bell (2001) beberapa tahun yang lalu pernah
menyatakan bahwa ideologi tidak lagi menarik dan akan segera berakhir (the
and of ideology).”’ Apalagi kajian-kajian tentang ideologi politik Islam
dewasa ini menjadi daya tarik baru, setelah penyebaran revivalisme dan
fundamentalis Islam dari Timur Tengah ke berbagai negara Muslim di
berbagai belahan dunia *®

Pembahasan tentang ideologi politik Islam yang diangkat dalam buku
ini tentu bukan merupakan kajian yang baru, sebab hal ini telah dilakukan
oleh banyak ilmuan dan peneliti, yang menghasilkan sejumlah teori dan
publikasi ilmiah yang telah dikenal luas. Masing-masing mencoba melihat
bagaimana partai politik membangun ideologi dan gerakan politik
praktisnya. Termasuk juga hasil-hasil penelitian yang secara spesifik
mencoba memahami partai politik Islam di Indonesia dan di Turki. Hal ini
penting dpelajari dalam konteks kajian post-Islamisme yang hendak
dibicarakan dalam buku ini, untuk mendudukkan posisi ideologis partai
politik Islam dalam konteks kontemporer. Apalagi teori-teori Islamisme
sebagaimana dikembangkan Bassam Tibi (2008) dan teoritisi sejenisnya,
dianggap sudah tidak memadai untuk menjelaskan beberapa perkembangan

terbaru yang semakin dinamis?® Pada bagian ini, akan dikemukakan

7 Lihat tulisan Daniel Bell, The And of Ideology; On The Exhaustion of Political Ideas in
the Fifties, (New York: Free Press, 2001)

M. Imdadudin Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur
tengah ke Indonesia, (Jakarta: Air Langga, 2005)

Greg Fealy misalnya mengkrtik cara pandang Bassam Tibi dan para peneliti sealirannya,
seperti yang partai Islamis dan non-Islamis. Partai Islamis selalu distigmatisasi negative
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berbagai kajian terdahulu yang pernah dilakukan, baik konstruksi teori
ideologi politik Islam hingga kajian post-Islamisme yang menjadi latar dari
buku ini, yang secara spesifik menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) sebagai objek kajian.

A. Menelusuri Kajian Ideologi dan Partai Politik Islam

Sebagai pengantar terhadap gagasan-gagasan yang hendak
dikembangkan, maka akan diperlihatkan hubungan kajian ini dengan
berbagai kajian serupa yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya, serta
factor-faktor yang membedakannya dan bagaimana kajian ini merumuskan
sudut pandang tertentu yang hendak ditekankan sebagai focus dalam kajian
ini.

Salah satu hasil penelitian penting yang dilakukan tentang
perkembangan ideologi politik di Indonesia dan Turki bisa dijumpai pada
kajian Muhammad Nasih (2013), yang dilakukan sebagai bagian dari
disertasi doctoral di Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nasih
menulis tentang “Dinamika Islam dan Nasionalisme di Indonesia dan Turki,”
dan menunjukkan bahwa kontestasi yang berbeda antara Islam dan
nasionalisme di Indonesia Turki telah melahirkan wajah ideologi Islam yang
berbeda di kedua negara. Penelitian Nasih menemukan bahwa dinamika
antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia terjadi dalam
organisasi-organisasi masyarakat sipil, partai-partai politik, dan lembaga-
lembaga negara/pemerintahan. Dinamika di dalam salah satu institusi
berpengaruh kepada yang lain. Karakter nasionalisme Turki awalnya

dibangun berdasarkan prinsip sekularisme laicisme. Namun selanjutnya

dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi. Padahal bagi Greg Fealy, hal itu perlu
diteliti lebih lanjut sebab ada juga partai Islamis yang tidak sedikit memberi kontribusi
bagi pembangunan demokrasi di negara-negara Islam. Lihat pengantar Greg Fealy dalam
Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS, Suara dan Syariah (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2012)
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terjadi konvergensi antara keduanya tanpa mengubah konstitusi negara dan
melahirkan paradigma baru nasionalisme dengan karakter sekularisme non-
laicisme dalam praktik. Bentuk konvergensi antara Islam dan nasionalisme di
Turki memang belum stabil karena sikap politik kalangan Islam belum
didasarkan pada landasan teologis (theological statement), melainkan karena
pertimbangan-pertimbangan politik (political statement) untuk menghindari
tekanan kekuatan pro-sekularisme. Sedangkan karakter nasionalisme di
Indonesia adalah nasionalisme-religius, karena konstitusi dan dasar negara
(Pancasila) secara tegas memberikan ruang yang cukup lapang kepada
agama. Hanya saja, praktik politik represif rezim Orde Baru dalam periode
politik dekade 1980-an terhadap kalangan Islam menghidupkan paradigma
politik yang mendikotomikan antara Islam dengan nasionalisme. Umat Islam
dicurigai memiliki cita-cita untuk mengembalikan Islam sebagai dasar
formal dalam praktik politik-kenegaraan. Tekanan rezim menyebabkan
sebagian kalangan Islam mengkonstruksi pandangan teologis baru tentang
konvergensi antara Islam dan nasionalisme yang berpengaruh kepada
penerimaan mayoritas kalangan politik Islam di Indonesia kepada Pancasila
berdasarkan pada pandangan teologis (theological statement), bukan sekedar
politis (political statement).*

Dalam konteks ideologi partai politik Islam, bisa ditemukan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi (2012) dengan judul
“Dilema PKS; Suara dan Syariah”. Burhanudin mencoba membedah gerakan
PKS yang terjebak di dalam situasi tetap mempertahankan ideologi politik
Islam atau harus realistis menerima bahwa hal tersebut hanya membuat
mereka ekslusif dan tidak memiliki dampak elektoraal yang signifikan.

Burhanudin menemukan bahwa PKS bukan partai politik yang

3 Muhammad Nasih, Dinamika Islam dan Nasionalisme di Turki dan Indonesia, (Disertasi
Doktoral di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013)
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mengartikulasikan ideologi agenda-agenda politiknya melalui prosedur
kelembagaan dan politik konvensional, tetapi juga bertindak sebagai
organisasi gerakan social yang sangat aktif melakukan aksi-aksi politik. PKS
mampu memanfaatkan kesempatakan politik demokratis untuk memasukkan
agenda-agenda politik Islamis, memobilisasi sumber daya politik dalam aksi-
aksi lapangan yang menyedot perhatian public, dan terlibat dalam merespon
isu-isu politik Islam baik nasional maupun internasional.*! Hal ini persis
dengan dugaan post-Islamisme yang dikembangkan Asrif bayat. Namun
studi Burhanudin hanya focus pada PKS dan tidak membandingkan dengan
Partai Politik Islam di negara lainnya.

Penelitian tentang ideologi politik PKS juga pernah dilakukan oleh
intelektual muda NU, M. Imdadun Rahmat (2008) dengan judul “/deologi
PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen”. Menurut Imdadun
transformasi PKS dari gerakan tarbiyah hingga berhasil menjadi Partai
politik yang berkompetisi dalam sistem politik demokratis, merupakan suatu
proses yang menarik. Ideologi PKS yang awalnya berbahaya karena
mengimpor gagasan-gagasan Islamis dari Thwanul Muslimin, justru
menemukan jalan “tengah” anatara Islam dan demokrasi setelah melibatkan
diri dalam praktik politik demokrasi.** Kajian Imdadun Rahmat memberi
pencerahan tentang pentingnya membuka jalan pada kekuatan-kekuatan
politik konservatif untuk masuk ke sistem poitik demokratis, agar secara
perlahan dapat berdaptasi. Hal ini yang tidak terjadi dengan kekuatan politik
seperti Hizbut Tahrir yang hingga saat ini tetap berdiri di luar jalur
kepartaian sehingga tidak berkesempata menguji gagasan ideologi mereka
dalam sistem politik demokratis. Namun demikianm, secara umu kajian

Imdadun bersifat deskriptif dan kurang memberikan analisis tentang

3! Burhanudin )
2 ITmadadun Rahmat, Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen,
(Yogyakarta; LKiS, 2008)
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bagaimana ideologi Islam politik yang diusung PKS diartikulasikan dalam
politik praksis di Indonesia. Seperti upaya PKS untuk meraih konstituen
yang lebih besar dengan memperluas basis ideologi politik dan lain
sebagainya.

Adapun hasil penelitian dan publikasi tentang Adalet ve Kalkinma
Partisi (AKP) juga sudah banyak dilakukan. Misalnya hasil kajian yang
diedit oleh Birol Yesialda dan Barry Rubin dengan judul “Islamization of
Turki Under AKP Rule”. Penelitian tersebut mendeskripsikan upaya-upaya
transformasi politik Islam di Turki selama kekuasaan Adalet ve Kalkinma
Partisi (AKP). AKP berhasil membangun keislaman di Turki dengan
mengkreasikan nilai-nilai keislaman dengan idelogi sekuler yang dianut oleh
Turki. Pada kenyataannya apa yang dilakukan AKP adalah sebuah upaya
eksplisit untuk memperkuat kekuatan politik Islam tanpa harus bergesekan
dengan militer.>> Menurut catatan Alfan Alfian (2014), kemampuan AKP
menjaga hubungan yang terus harmonis dengan Milter Turki merupakan
salah satu keberhasilan besar partai tersebut dalam merawat kekuasaan
politiknya selama beberapa dekade.*® Kajian lain tentang AKP juga bisa
dibaca dalam The Rise of Political Islam in Turkey, karya Anggel Rabasa
dan Stephen Larrabee (2008).” Dalam buku yang terkenal tersebut bisa
dilihat akar-akar ideologi partai politik Islam dalam sejarah Turki Moderen,
hingga melahirkan fenomena AKP yang terus menguasai panggung politik
Turki hingga saat ini.

Studi yang juga menarik tentang perkembangan ideologi politik Islam

di Turki adalah penelitian yang dilakukan oleh Bora Kanra dan dipublikasi

33 Birol Yesialda dan Barry Rubin, Islamization of Turki Under AKP Rule. (New York:
Routledge 2012)

3 Alfan Alfian, Militer dan Politik di Turki, Pergeseran Politik dan terpinggirnya Niliter
Pasca AKP, (Jakarta: Penjuru Ilmu Sejati, 2014)

5 Anggel Rabasa dan Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in Turkey. (USA:
RANDS Cooperation, 2008)
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pada tahun 2016 dengan judul “Islam, Democracy and Dialogue in Turkey;
Deliberation in Devided Society”. Kanra menyebut keberhasilan AKP dalam
panggung politik Truki adalah kombinasi dari kemampuan mendialogkan
ide-ide Islam dengan dinamika politik masyarakat Turki; misalnya antara
Islam dan Kemalisme atau antara Islam dan sekularisme. Keberhasilan itu
membuat AKP tidak dilihat sebagai ancaman bagai sekularsime Turki dan
diterima dalam dinamika politik di Turki, yang secara umum masih
menempatkan kelompok sekuler dan militer sebagai kekuatan yang sangat
hegemonik.*® Hal ini juga yang telah dibicarakan Muhammad Nasih, tentang
pergulatan sekularisme dan Islam dalam membentuk nasionalisme Turki
sebagaimana yang telah diungkapkan di awal. Meskipun selama beberapa
dekade kekuatan nasionalis yang berideologi Kemalis-sekuler berkeuasa di
Turki, namun Islam tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dalam kenyataannya
mileter dan kekuatan nasionalis Turki dipaksa mengakomodasi kekuatan
politik Islam dalam dua dekade terakhir. Dan fakta pun membuktikan
kekuatan politik Islam yang diwakili AKP akhirnya berhasih memegang
kendali kekuasaan.

Secara konseptual studi Sitaresmi Sulistyawati Soekanto (2013)
dengan judul “Strategi Pemenangan Pemilu: AKP di Turki dan PKS di
Indonesia, ” memiliki banyak irisan dan persinggungan dengan penelitian ini.
Sitaresmi juga menyinggung tentang ideologi politik Islam dan gagasan Pos-

Islamisme Asif Bayat, namun analisis atas ideologi Post-Islamis hanya

menjadi satu bagain kecil dari proses pemengngan AKP dan PKS. Studi
Sitaresmi lebih focus pada model kampanye"b
. Padanal [ ideologi menjadi sesuatu yang

penting dalam mencermati perkembangan partai politik Islam, untuk

36 Bora Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey; Deliberation in Devided Society
(NewYork: Rouledge, 2016).
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merumuskan ideologi politik macam apa yang dibutuhkan partai politik
dalam dinamika masyarakat muslim kontemporer. Meskipun demikian,
penelitian ini menjadikan riset pendahuluan yang dilakukan Sitaresmi
Sulistyawati dan berbagai penelitian terdahulu sebagai basis analisis, untuk
mengkaji lebih jauh tentang bagaimana PKS dan AKP mengartikulasikan
ideologi politknya dalam kehidupan politik, baik pada konteks kebijakan
bernegara maupun dalam memenuhi tuntutan keislaman.*’

Deskripsi atas berbagai kajian dan publikasi yang telah dikemukakan
di atas, menunjukkan bahwa studi tentang ideologi partai politik Islam dan
AKP bukan merupakan sesuatu yang baru. Bahkan beberapa hasil penelitian
dan publikasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kajian ini. Namun hal
subtansial yang sedikit berbeda dari kajian dalam buku ini adalah pilihan
analisis pada gagasan post-Islamisme yang dikembangkan Asif Bayat. Buku
ini akan melihat bagaimana PKS dan AKP membangun ideologi politik
Islam yang diusungnya, baik eksplisit maupun inplisit dan Secara prakisis
mengartikulasikan dalam dinamika politik di masing-masing negara.
Kerangka teoritik post-Islamisme yang ditawarkan Asif Bayat, akan
digunakan untuk melihat bagaiamana pandangan Islam politik ketika
diperhadapkan dan dialogkan dengan realitas politik disebuah negara.
Mengapa AKP berhasil melakukan dengan baik dalam lanskap politik
sekuler di Turki, sedangkan PKS di Indonesia seakan menghadapi dilemma
politik antara kebutuhan ideologis dan kebutuhan electoral (suara) yang tidak
mudah. Kajian terhadap fenomena ini diharapkan dapat melahirkan suatu
konsepsi pengetahuan tentang ideologi politik Islam di era masyarakat

modern ini.

37 Sitaresmi S. Soekanto. Strategi Pemenangan Pemilu: AKP di Turki dan PKS di Indonesia.
(Disertasi pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), h. 32
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B. Diskursus Teori tentang Ideologi Politik Islam

Studi tentang partai-partai Islamis di berbagai negara Muslim telah
banyak memperoleh perhatian para intelektual selama dua deakde terakhir.
Isu partai politik Islam yang mengusung ideologi politik Islam atau
Islamisme, telah mengundang perdebatan yang cukup panjang, terutama di
tengah transformasi social dan politik yang dialami oleh masyarakat Islam.
Sebagaimana yang telah diungkap di pendahuluan kajian ini, perhatian
tentang ideologi politik Islam semakin mengemuka ketika terjadi gerakan
reformasi di Indonesia dan fenomena Arab Spring di Timur Tengah,
peristiwa tersebut mengangkat kembali debat lama tentang Islam dan politik,
bagaimana konstruksi ideologi politik Islam dan bergam pertanyaan
mendasar lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir para ahli politik Islam
mencoba mengemukakan sejumlah kerangka teoritik untuk menjelaskan
fenomena politik Islam kontemporer yang terus bertaransformasi dari
pemikiran dan ideologi politik Islamic State ke Nation State dan bentuk-
bentuk lain yang semakin kompleks. Salah satu yang cukup menarik adalah
pandangan Asif Bayat tentang apa yang disebutnya sebagai Post-Islamism.
Studi Bayat yang cukup lama terhadap berbagai gerak perubahan social di
Iran dan Mesir, telah mendorongnya pada satu kesimpulan teoritis tentang
mengemukanya fenomena baru politik Islam. Namun sebelum sampai pada
penjelasan tentang aspek-aspek penting teorisasi Post-Islamism, ada baiknya
akan dijelaskan bagaimana gambaran ideologi politik Islam, hingga Asif
Bayat menawarkan analisisnya.

Bagi banyak ilmuan, agama adalah instrument ilahiah untuk
memahami dunia,”® sedangkan Islam merupakan salah satu agama yang

paling relevan dengan premis ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam

3% Robert N. Bellah, “Islamic Tradition and Problem of Modernization,” dalam Robert N.
Bellah, Bevond Beliafe: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World, (Barkeley
and Los Angeles: University of California Press, 1991), h. 146
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yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana”
(omnipresencei). Menurut Fazlur Rahman, pandangan ini adalah bentuk
pengakuan bahwa kehadiran Islam memberikan “panduan moral yar‘bena:r

bagi tindakan manusia.”* Berdasarkan pandangan ini, umat Islam

. “Tslam adalah

sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua
masalah kehidupan.” Hal ini mendorong kaum Muslim kontenporer ingin
mendasarkan seluruh kerangka kehidupan social, ekonomi dan politik pada

ajaran Islam secara eksklusif, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan

kendala_kendala yang akan muncul dalam praktiknya.
diungkap NN

I diantaranya [HEDDDDDIE i DN
I dan sempit, [N luar (N

B scbagaimana dibahas Bahtiar Efendi (1998), kecenderungan seperti

ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan
terabaikannya dimensi “kontekstual” dan “dalam”™ (interior) dari prinsip-

prinsip Islam. Karena itu apa yang tersirat di balik “penampilan-penamilan

tekstualnya,” hampir-hampirgerabaikan, jika bukan terlupakan maknanya.*!
Sebagai contoh, memahanﬂ—
I haal,
BN yang I ——

e Rahman banyak  sekali

* Fazlur Rahman, “Islam”, dalam Bahtiar Eefendi, Islam dan Negara Transformasi
Pemikiran dan Praktik Politiks Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998),h. 7

40 Bahtiar Eefendi, Islam dan Negara, h.7

*! Bahtiar Efendi, Islam dan Negara, h. 11
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menimbulkan persoalan dan perbedaan.*” Ada sejumlah faktor yang
mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum Muslim terhadap
Syari’ah. Situasi sosiolgis, cultural, dan intelektual, atau apa yang disebur
Arokoun sebagai “‘estetika penerimaan” (aesthetics of reception), sangat

berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.*

Muculnya
berbagai mazhab figh, kalam (teologi), dan filsafat Islam, misalnya,
menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Watak
multiinterpretatif ini telah berperan sebgai dasar dari kelenturan Islam dalam
sejarah.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dari sejarah Islam
yang multi-interpretatif semaca ini. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim
percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada
saat yang sama, karena sifat Islam yang multi-interpretatif itu, maka tidak
pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana scharusnya Islam dan
politik dikaitkan secara pas. Bahkan sejauh yang dapat ditangkap dari
perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik
Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, beberapa bahkan saling
bertentangan, mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.**

Menurut Bachtiar Eefendi, dewasa ini ada dua spectrum pemikiran
politik Islam yang berbeda. Meski sama-sama mengakui pentingnya prinsip-
prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, namun terdapat penafsiran yang
jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan

modern. Pada ujung satu spectrum, beberapa kalangan Muslim berpendapat

*2 Fazlur Rahman, dalam Bachtiar Eefendi, Islam dan Negara, h. 101
4 Mohammad Arkoun, “The Concept of Authority in Islamic Thought,” dalam L

I 194). h. 58

* Hal ini bisa dilihat dalam berbagai literature sejak periode klasik, abad pertengahan, dan
kontemporer. Lihat W. Montgomery Watt, Islam Political Thought, (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1960), Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara: Ajaran,
Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press, 1990), dan masih banyak lagi yang lain .
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ditangan [N

negara

dewasan .

|

et
g
[ij=]

spectrum

meletakkan
4

O

I amara,

“Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintaahan
tertentu bagi kaum Muslim, Karen logika tentang kesesuaian agama
ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang
selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada
akal manusia (untuk memikirkannya), dibentuk menurut kepentingan
umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum  yang telah
digariskan agama ini.”*

Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (dawlah) pun
tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur’an. Meskipun terdapat berbagai
ungkapan dalam al-Qur’an yang merujuk atau seoah-olah merujuk pada
kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan inin hanya
bersifat incidental dan tidak memiliki pengaruh bagi teori politik. Namun
demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui
bahwa al-Qur’an mengandung, “nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat

etis ....mengenai aktivitas social dan politik umat manusia.” Ajaran-ajaran

45 Lihat

Universitas

% F-Thaqifah |
. 1997), h. I Bachtiar Efendi, dan Negara, h. 13
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ini mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan

7 Untuk itu bagi kalangan yang berpendapat demikian,

kebebasan.’
sepanjang negara perbegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka
mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Dengan kata lain, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertian yang

formal dan ideologis ad tidak begitu penting **
Model teoritis

]
N idealism -
B dengan E—
_. Model formal ini memiliki potensi untuk
berbenturan dengan sistem politik modern. Sebaliknya, aliran dan model
pemikiran yang kedua lebih menekankan subtansi daripada bentuk negara
yang legal dan formal. Karena wataknya yang subtansialis itu (menekankan
nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan mempunyai
potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan
Islam dengan sistem politik modern, dimana negara bangsa merupakan salah
satu unsur utamanya.

Selain dua kategori yang tampak kontradiktif tersebut ada juga
katogeri teoritis yang membagi hubungan Islam dan negara dalam tiga
kategori. Dalam tulisannya tentang usaha pencarian konsep negara dalam
sejarah pemikiran politik Islam, Din Syamsuddin (1993) memunculkan tiga

paradigma pemikiran dalam politik Islam.*” Paradigma yang pertama,

- ——

8 Para pendukung pemikiran ini antara lain, pemikir Mesir Muhammad Husein Haikal,
pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamarudin Khan, sertia pemikir Indonesia seperti
Nur Kholis Madjid.

* Din Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam, Jurnal
Ulumul Qura’an No. 2 Vol. IV. Tahun 1993
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disebut “paradigma integralistik” yang mengajukan konsep bersatunya
agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (scheiding van
kerk en staat/al-din wal-daulah) karena apa yang merupakan wilayah
agama, juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Menurut
pemikiran ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan
kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan
Illahi" (divine soveregnty), karenanya pendukung pemikiran ini menyakini
bahwa kedaulatan yang sebenar-benarnya berasal dari Tuhan dan berada di
"Tangan Tuhan". Kedaulatan Tuhan dilaksanakan oleh sebuah otoritas yang
yang menjadi wakil Tuhan di dunia. Pemahaman ini misalnya dianut oleh
kelompok Syi’ah yang kemudian diterapkan secara konseptual melalui
konsep wilayatul fagih pasca revolusi yang dipimpin oleh seorang toko suci
seperti Ayatullah. Kelompok Hizbut Tahrir yang menkampanyekan konsepsi
“Khilafah™ representasi kekuasaan Allah tehadap dunia Islam, dan kelompok
fundamentalis Jama’at Islami di Pakistan sebagai juga mengusung paradigma
integralistik ini. Paradigma integralistik mewakili cara pandang islamisme
klasik yang menuntut model politik teokrasi, dimana Sultan, Khalifah, atau
Raja adalah perwakilan Tuhan. Model ini mendekati spectrum formal
legalistik, sebagaimana yang diperkenalkan Bahtiar Efendi sebelumnya.
Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara
agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak
pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam
akan bentuk tertentu negara. Pandangan ini dimotori oleh Ali Abdurraziq
dari Mesir pada tahun 1960-an dan diamalkan secara sungguh-sungguh oleh
Mushtata Kemal Attaturk ketika berkuasa di Turki pada dekade 20-an.
Attaturk secara dramatis "memenjarakan” agama di ruang-ruang privat dan
mengatur secara ketat simbol-simbol keagamaan dalam politik. Negara Turki

moderen menjelma menjadi negara sekuler, untuk menegaskan mimpi-mimpi
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Attaturk mengejarkan ketertinggalan Turki dari dunia Barat yang semakin
moderen. Turki mencoba meniru pandangan serupa yang sudah lama
berkembang di dunia barat, pasca konflik berkepanjangan antara agama dan
negara di masa-masa abad kegelapan. Sekularisme menandai perkembangan
Eropa moderen, dalam melahirkan sejumlah negara bangsa. Dalam kajian
politik Islam, terdapat Ali Abdur Razik yang mendukung paaradigma
sekularistik ini. Menurut Ali Abdur Razik, bila kita mengkaji secara
rasionall Al-Qur’an maka tidak ada peritah yang jelas tentang perlu
mendirikan sebuha kekuasan politik atas nama agama. Otoritas agama dan

negara (politik) perlu dipisahkan (sekuler) agar negara diatur atas dasar

rasionalitas dan kepentingan publik.*
“sebuah proses dimana sektor-sektor

kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-
251

lembaga dan simbol-simbol keagamaan.

30 Lihat Al ‘Abd al-Raziq, Al-Islam wa Ushulul al-Hukm, terj. M. Zaid Su’di (Yogyakarta:
Jendela, 2002), h. 77-94.

31 Lihat Gergely Rosta, Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and
the Changing Religiosity of Europe, dalam alamhttp://www .crvp.org/book/Series07/VII-
26/chapter-14 htm.
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35 Hal ini bisa disaksikan
sebagai ideologi negara
umat Islam Turki dengan berbagai cara
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Ketiga, paradigma simbiotik yang mengajukan pandangan bahwa
agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan.
Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat
berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama,
negara mengumpulkan legitimasi dan oforitas untuk melangkah dalam
bimbingan etika dan moral. Dalam negara yang menganut paradigma
simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah

hubungan yang saling mempengaruhi, saling mengisi bahkan juga saling
5

mengkgnotasi >® Masyhuri Abdullah menyebut paradigm simbiotik sebagai
model _ Dalam

36 Bachttiar Effendi, Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Prakiik Politik Islam di
Indonesia (Jakarta; Paramadina. 1996)

31
























































































































































































































































































































































































































































































( YRRNBSRWBAMDP M HB SG

25% 1$/7<5(3257

60 4$57<41" (: 17(51(76285&6 3894 &$7-216

678" (17 3$3(56

350 $5< 6285&(6

GRNVRU SROMN XLOHW
“QMUDHWBRXUFH

/77 \WUEG HRP
“QMUDHWBRXUFH

JUDGXDWIQHZ XIOWDF |G

“QMMOHNERXUAH

ZZ77 NDUWXV R IG
“QMUDHWBRXUFH

IG VFUEG FRP
“QMUDHWBRXUFH

727 \XP SXFRP
OMOHNERXUH

DJ DWDSHDQI LERJ VSRWRP
“OMOHVBRXUH

UHSRMRY [DIQDP ERQDF IG
“QMUDHWBRXUFH

E®RJQ DP DVELRDGHDKDUWER ERJIVSRWARP

QM OMBRXUAH

EXNAQI SROAN ERJVSRVWRP
“QMUDHWBRXUFH




B PXUD0NQDDXCEQDFIG

QMOMBERXUAH

. VHOGDK DNKON MDP  E®RJVSRWHRP
“OMOHBRXUH

([ FOXGH TXRWV 2Q ([ FOXGH P DVKHV
([ FXGH ELIEQRIWDSK\ 2 Q



